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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis pengelolaan keuangan 

desa pada Pemerintah Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten 

Manggarai Timur dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dalam tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Golo 

Rentung sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan Desa Golo Rentung 

diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) kemudian Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang kemudian menjadi 

RAPBDesa yang dievaluasi menjadi APBDesa. 

2. Dalam tahap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Golo 

Rentung belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini di karenakan dalam pelaksanaannya Desa Golo 

Rentung telah mengajukan SPP sebelum diterima barang/jasa. Selain itu, 

kelengkapan dokumen dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Golo 

Rentung masih belum lengkap SPP hanya dilengkapi  Surat Pernyataan 

tanggungjawab belanja dan Kwitansi. 

3. Dalam tahap penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung belum 

sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018. Hal ini dikarenakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti 

buku pembantu pajak di Desa Golo Rentung tidak ada, selain itu laporan 
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pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa melewati tanggal 

10 bulan berikutnya. 

4. Dalam tahap pelaporan Kepala Desa Golo Rentung belum melaksanakan tugas 

dan kewajibannya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam penyampaian 

laporan semester pertama dan laporan akhir tahun mengalami keterlambatan 

sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

5. Dalam tahap pertanggungjawaban Pemerintah Desa Golo Rentung belum 

melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, hal ini dikarenakan Kepala 

Desa Golo Rentung  menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati pada bulan Mei tahun 2022 yang seharusnya disampaikan 

paling lambat bulan Januari tahun 2022, kelengkapan dokumen yang 

dibutuhkan dalam pertanggungjawaban di Desa Golo Rentung seperti Laporan 

Kekayaan Milik Desa dan program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa 

belum ada, sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan, maka ada beberapa saran yang akan penulis 

berikan, yaitu  

1. Pemerintah Desa Golo Rentung sebaiknya lebih meningkatkan sumber daya 

manusia (SDM) dengan mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan 

yang dilaksanakan di Kecamatan maupun di Kabupaten yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan. 

2. Pemerintah Desa Golo Rentung sebaiknya lebih disiplin waktu dalam 

penyampaian laporan semester pertama dan laporan akhir tahun sehingga tidak  
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terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan desa. 

3. Pemerintah Desa Golo Rentung sebaiknya lebih memahami tentang 

pengelolaan keuangan desa juga lebih diperhatikan kelengkapan dokumen 

pada setiap tahap dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga pada setiap tahap pengelolaan 

keuangan desa dokumen yang dibutuhkan bisa dibuat secara lengkap. 

4. Pemerintah Desa Golo Rentung harus tetap mempertahankan dan 

meningkatkan pencapaian yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018. 
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